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ABSTRAK
PT. Sultan Kavling Sejati merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan dan penjualan tanah kavling. Perjanjian jual beli tanah yang diadakan tetap harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian jual beli tanah kavling merupakan salah satu transaksi hukum yang penting dalam bidang property. Proses perjanjian jual beli tanah kavling melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Setelah timbulnya perikatan antara developer dan pembeli sehingga telah timbul suatu hubungan hukum. Hubungan hukum yang tertuang dalam perjanjian tersebut berupa rangkaian perkataan yang didalamnya terkandung janji-janji atau kesanggupan yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tertulis. PT. Sultan Kavling Sejati dalam melakukan jual beli tanah kavling menyediakan dua sitem pembayaran yaitu dengan cara kredit dan lunas. Perbedaan mekanisme pembayaran tersebut tentunya berimplikasi pada outputnya berupa perjanjian secara tertulis yang dibuat dengan akta otentik oleh Notaris/PPAT.  PT. Sultan Kavling Sejati kepada pembeli yang melakukan pembelian sebidang tanah dengan pembayaran secara lunas perjanjiannya akan direalisasikan dalam bentuk Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT. Terhadap jual beli tanah kavling oleh PT. Sultan Kavling Sejati yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit, perjanjiannya dituangkan dalam akta otentik pula yang disebut dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dilakukan dihadapan Notaris/PPAT. Proses pemberian kredit biasanya diikuti dengan adanya persyaratan terhadap jaminan kredit contohnya tanah yang dapat dibebani hak tanggungan. Terhadap pemberian fasilitas kredit oleh PT. Sultan Kavling Sejati, terhadap tanah kavling yang dibeli secara kredit akan dilakukan pembebanan hak tanggungan. PT. Sultan Kavling Sejati sebagai pihak developer yang menyediakan jual-beli tanah kavling bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk kepemilkan tanah dan atau rumah. PT. Sultan Kavling Sejati dalam melakukan perbuatan hukum tetap tunduk pada norma-norma, peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Oleh karena itu dalam perbuatan hukum yang dilakukan PT. Sultan Kavling Sejati dapat memberikan kepastian hukum bagi pembeli tanah kavling.
Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli, Tanah



ABSTRACT
PT. Sultan Kavling Sejati is a company engaged in the development and sale of land plots. The land sale and purchase agreements must still meet the requirements for the validity of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The sale and purchase of land plots is an important legal transaction in the property sector. The process of selling and purchasing land plots involves several stages that must be passed by both parties, both the seller and the buyer. Once an engagement arises between the developer and the buyer, a legal relationship is established. This legal relationship, outlined in the agreement, consists of a series of statements containing promises or commitments, expressed either orally or in writing. PT. Sultan Kavling Sejati offers two payment systems for the sale of land plots: credit and lump sum payment. The difference in payment mechanisms naturally affects the output in the form of a written agreement made in an authentic deed by a Notary/PPAT. For buyers who make a lump sum payment for a plot of land, the agreement will be realized in the form of a Sale and Purchase Deed before a Notary/PPAT. For land plot sales by PT. Sultan Kavling Sejati conducted with credit payment, the agreement is also outlined in an authentic deed called a Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) executed before a Notary/PPAT. The credit provision process usually includes requirements for credit guarantees, such as land that can be encumbered with a mortgage. For the provision of credit facilities by PT. Sultan Kavling Sejati, the land plots purchased on credit will be subject to mortgage encumbrance. PT. Sultan Kavling Sejati, as a developer providing land plot sales, aims to facilitate the community in meeting the need for land and/or house ownership. PT. Sultan Kavling Sejati, in carrying out legal acts, remains subject to applicable norms, laws, and regulations. Therefore, the legal acts conducted by PT. Sultan Kavling Sejati can provide legal certainty for the buyers of land plots.
Keywords: Agreement, Sale and Purchase, Land
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BAB I 
PENDAHULUAN
A. [bookmark: _Toc172464367]Latar Belakang Masalah
Indonesia sebagai negara berkembang. melakukan kemajuan di berbagai sektor dengan tujuan utama: 
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa. Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan bersadar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. (UUD RI Tahun 1945 Pembukaan alinea ke-4)
Kebutuhan mendasar penduduknya berbeda dengan kebutuhan di negara lain. Kebutuhan dasar tersebut meliputi sandang, papan, dan pangan. Memastikan kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi akan membantu menjamin kualitas hidup yang lebih baik bagi warga sekitar. 
[bookmark: _Hlk166752419]Tanah merupakan kebutuhan mendasar bagi keberadaan manusia, dan merupakan elemen kunci untuk kelangsungan hidup dan kelangsungan hidup sepanjang sejarah. Tujuannya adalah untuk mendukung kesejahteraan semua individu, memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan material dan spiritual secara adil.[footnoteRef:1] Tanah berperan multifungsi dalam kehidupan manusia karena segala aktivitas kehidupan ini dilakukan di atas tanah, membangun rumah di atas properti untuk dijadikan tempat untuk dapat ditinggali.[footnoteRef:2]  [1:  Vega Vitianingsih, Anik dkk, “Sistem Rekomendasi Pemilihan Tanah Kavling Menggunakan Metode Fuzzy-Analytic Hierarchy Process”, Jurnal Teknika, Vol.12(1), Maret 2023,hlm.57. DOI: 10.34148/teknika.v12i1.590 ]  [2:  Shinta Andriyani, Dkk, “Implementasi Jual beli Tanah Kaplingan (Studi di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat)”, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 2 No. 4. 2022, hlm.8.] 

Tanah memiliki nilai penting dalam kehidupan manusia karena peran gandanya sebagai aset sosial dan modal. Sebagai aset sosial, tanah membantu memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat Indonesia. Sebagai investiasi permodalan, tanah sebagai sumber daya ekonomi, tidak hanya berfungsi sebagai komoditas perdagangan namun juga sebagai target spekulasi. Meskipun lahan harus dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, namun keberlanjutannya juga penting untuk dipastikan.[footnoteRef:3] [3:  Indra Kusuma, Eric, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kavling Tanah Oleh Pengembang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman”, JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN, Volume 6 Nomor 2, Mei 2022,hlm.974.] 

Ketika ketersediaan lahan tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk, pembelian rumah menjadi semakin menantang. Alhasil, banyak badan usaha, baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun perorangan, kini menawarkan bidang tanah yang disesuaikan dengan kemampuan finansial pembeli. Penawaran ini berkisar dari pembayaran cicilan atau opsi kredit selama jangka waktu tertentu hingga pembelian tunai langsung.[footnoteRef:4] [4:  Shinta Andriyani, Dkk, “Implementasi Jual beli Tanah Kaplingan (Studi di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat)”, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 2 No. 4. 2022, hlm.8.] 

Di Indonesia, jual beli tanah merupakan kegiatan sehari-hari untuk berbagai keperluan, untuk perumahan, komersial, dan keperluan lainnya.[footnoteRef:5] Awalnya, lahan ini terutama digunakan untuk perumahan dan pertanian. Namun seiring dengan meningkatnya kualitas hidup, bertambahnya jumlah penduduk, dan kemajuan teknologi dan perekonomian, lahan pun ikut dimanfaatkan untuk kegiatan industri, berbagai usaha bisnis, bangunan komersial, dan keperluan lainnya.[footnoteRef:6]  [5:  Indra Kusuma, Eric, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kavling Tanah Oleh Pengembang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman”, JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN, Volume 6 Nomor 2, Mei 2022,hlm.974.]  [6:  Ibid.hlm.974.] 

Jual beli merupakan cara umum untuk memperoleh berbagai barang dan kebutuhan. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan transaksi tanah, konsumen akan kesulitan menemukan opsi. Selain itu, konsumen mungkin kekurangan waktu untuk mengumpulkan informasi tentang lahan yang tersedia dari kantor pemasaran masing-masing pengembang.[footnoteRef:7] [7:  Vega Vitianingsih, Anik dkk, “Sistem Rekomendasi Pemilihan Tanah Kavling Menggunakan Metode Fuzzy-Analytic Hierarchy Process”, Jurnal Teknika, Vol.12(1), Maret 2023,hlm.57. DOI: 10.34148/teknika.v12i1.590] 

[bookmark: _Hlk172626915]Sebidang tanah merupakan pilihan investasi yang layak karena potensi apresiasinya yang besar dari waktu ke waktu. Tanah biasanya dipandang sebagai investasi yang relatif aman dalam hal keamanan jangka panjang karena, tidak seperti aset keuangan lainnya, nilainya sering kali tidak berfluktuasi secara tiba-tiba.[footnoteRef:8]  Tanah kavling adalah ukuran tertentu yang diperuntukkan bagi pendirian rumah atau bangunan lainnya. Kebutuhan akan perumahan hanya akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Masyarakat atau warga setempat masih mencari lahan.[footnoteRef:9] [8:  Dhita Pratiwi Ar, Dkk,” Optimalisasi Metode Akad Jual Beli Tanah Kavling Dengan Pendekatan Shariah Enterprise Theory (Set)”, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam, Vol. 8, No. 2, 2023: 201. DOI: 10.35329/jalif.v8i2.4048]  [9:  Saputra, Salim. ”Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Yang Dibatalkan Karena Adanya Gugatan Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 800/Pdt.G/2013/PN.DPS), Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1), 2022.] 

[bookmark: _Hlk172626952]Salah satu Perusahaan terletak di kabupaten Tegal Jawa Tengah ialah PT. Sultan Kavling Sejati yang menawarkan penjualan tanah kavling dengan sistem pembayaran cash tempo. Dalam praktiknya, penjual dan pembeli berkumpul di kantor pertanahan di Dukuhturi Tegal untuk menyelesaikan kontrak secara langsung, tanpa melibatkan bank perantara atau pihak lain. Selain pembayaran tunai segera, jual beli tanah juga menggunakan sistem pembayaran ditangguhkan yang disebut dengan skema pembayaran angsuran. Di sini, "cicilan" mengacu pada pembayaran yang tersebar dalam jangka waktu yang disepakati bersama, di mana pembeli menyelesaikan pembayaran dari cicilan pertama hingga terakhir sebelum proses pembuatan sertifikat dimulai. Kebanyakan pembeli lebih memilih metode pembayaran ini daripada membayar seluruh jumlah di muka atau tunai.[footnoteRef:10] [10:   Rina, Dewi Sasti, “Tinjuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Legalisasi Jual Beli Tanah Kavling Pasca Pembayaran Tempo”, Skripsi : Hukum Ekonomi Syariah, Pekalongan ; Institut Agama Islam Negeri, 2021,hlm.2.] 

[bookmark: _Hlk172627042]Pada proses jual beli tanah kavling di PT. Sultan Kavling Sejati kontrak jual beli sangat di perlukan. Ketika masyarakat mengadakan kontrak jual beli atas suatu tanah secara kontan (tunai), maka timbul hubungan hukum. Dalam akad jual beli tersebut, hak pembeli antara lain menerima tanah yang siap dibangun, sedangkan kewajibannya adalah membayar uang muka dan melakukan angsuran kredit sesuai jadwal. Di sisi lain, PT. Sultan Kavling Sejati berhak menerima pembayaran atas tanah yang telah disepakati, dan kewajiban mereka adalah menyiapkan dokumen kontrak yang diperlukan.[footnoteRef:11] [11:  Khoirunnisa, umi, “Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling Secara Kredit Antara Ummi Makmur Dengan Masyarakat Di Kota Jambi, Skripsi : Sarjana Hukum, Universitas Batanghari, 2024, hlm.4.] 

Perjanjian ialah komitmen antara satu orang atau lebih yang mengikatnya kepada pihak lain. Kontrak menetapkan hak dan tanggung jawab antara dua pihak, dimana hak dan tanggung jawab tersebut disebut sebagai kewajiban kontrak. Dalam kontrak hukum, salah satu pihak memegang hak dan pihak lainnya memikul kewajiban. Partisipasi atau keterlibatan harus eksplisit, dan kesuksesan melibatkan memberi, melakukan, atau menahan diri dari tindakan tertentu.
Suatu kontrak diformalkan ketika syarat-syarat penting atau elemen-elemen penting dari perjanjian disepakati bersama. Menurut teori kontemporer, ada tiga fase yang terlibat dalam mencapai kesepakatan: pertama, tahap pra-kontrak yang meliputi penawaran dan penerimaan; kedua, tahap kontrak dimana terdapat keselarasan niat antara para pihak; dan ketiga, tahap pasca-kontrak yang mencakup pelaksanaan perjanjian..[footnoteRef:12] [12:  Ayuningtyas, Niken Febby & Suparnyo, “Perlindungan Hukum Pembeli Tanah Kavling Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Perantara Pihak Penjual”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(4), 2023. Hlm.4425. DOI: https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26737] 

[bookmark: _Hlk172627085]Akad jual beli tanah harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1320 KUH-Perdata. Pasal ini mengatur bahwa agar suatu perjanjian dapat sah, masing-masing pihak harus menyetujui dan mempunyai kesanggupan hukum. Selain itu, harus ada objek tertentu dan pertimbangan (penyebab) yang sah.[footnoteRef:13] Sebelum terjadinya jual beli, para pihak yang terlibat harus mencapai kesepakatan. Perjanjian adalah suatu perjanjian dimana seseorang membuat janji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan tindakan tertentu. Proses ini membentuk hubungan di antara mereka, yang dikenal sebagai aliansi. Perjanjian tersebut meresmikan hubungan ini melalui janji atau komitmen lisan atau tertulis.[footnoteRef:14] [13:  Pasal 1320 KUH-Perdata]  [14:  Khoirunnisa, umi, “Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling Secara Kredit Antara Ummi Makmur Dengan Masyarakat Di Kota Jambi, Skripsi : Sarjana Hukum, Universitas Batanghari, 2022, hlm.60.
] 

[bookmark: _Hlk172627126][bookmark: _Hlk166829225]Berdasarkan latar belakang diatas maka dari itu peneliti dalam penelitian ini mengangkat judul tentang Implementasi Pembayaran Tanah Kavling Dalam Praktik Kontrak Jual Beli Tanah Pada PT. Sultan Kavling Sejati.
B. [bookmark: _Toc172464368]Rumusan Masalah
Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :
1. [bookmark: _Hlk166836940][bookmark: _Hlk172627165]Bagaimana perjanjian jual beli tanah kavling pada PT. Sultan Kavling Sejati ?
2. [bookmark: _Hlk166836524][bookmark: _Hlk166788578]Bagaimana implementasi pembayaran tanah kavling dalam praktik kontrak jual beli tanah pada PT. Sultan Kavling Sejati ?
C. [bookmark: _Toc172464369]Tujuan Penelitian
[bookmark: _Toc172458975][bookmark: _Hlk166830582]Tujuan penelitian implementasi pembayaran tanah kavling secara cash tempo dalam praktik kontrak jual beli tanah pada PT. Sultan Kavling Sejati terdiri atas :
1. Mengkaji tentang perjanjian jual beli tanah kavling pada PT. Sultan Kavling Sejati.
2. [bookmark: _Hlk166835463]Mengkaji implementasi pembayaran tanah kavling dalam praktik kontrak jual beli tanah pada PT. Sultan Kavling Sejati.
D. [bookmark: _Toc172464370]Manfaat penelitian
[bookmark: _Hlk166829546]Sebagaimana tujuan dari adanya hukum untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas, maka berikut uraian manfaat teoritis dan manfaat praktis penelitian tentang implementasi pembayaran tanah kavling dalam praktik kontrak jual beli tanah pada PT. Sultan Kavling Sejati :
1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian yang berlandaskan dan bertujuan dalam hal ilmiah atau akademis. Manfaat teoritis berfungsi dalam menjelaskan tentang teori yang terlibat dalam penelitian tentang kesesuaian teori secara khusus dan secara umum, meninjau suatu hal yang di angkat dalam penelitian.[footnoteRef:15] Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang implementasi pembayaran tanah kavling secara cash tempo dalam praktik kontrak jual beli tanah pada PT. Sultan Kavling Sejati. [15:  Dina dewi anggraini,Dkk,”Penelitian Ilmu Kesehatan” Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi, Desember 2022, hlm.80.] 

2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis adalah penelitian yang mengandung solusi atau Upaya pemecahan terhadap masalah yang di kaji dalam penelitian, secara nyata dan dapat di terapkan dalam kehidupan level individu dan masyararakat.[footnoteRef:16]  Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait seperti pengelola, dan calon pembeli, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan ketika membuat keputusan transaksi[footnoteRef:17] pada jual beli tanah kavling di PT. Sultan Kavling Sejati. [16:  Ibid.hlm.80.]  [17:  Aisya ramadhiani, Talitha, “Jual Beli Tanah Kavling Syari’ah Dengan Cara Take Over Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah”, Skripsi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2023, hlm.5.] 

E. [bookmark: _Toc172464371]Tinjauan Pustaka
Berikut beberapa penelitian sejenis dengan penelitian implementasi pembayaran tanah kavling dalam praktik kontrak jual beli tanah pada PT. Sultan Kavling Sejati :
1. [bookmark: _Hlk168560488]Ummi Khoirunnisa, (2022), Fakultas Hukum Universitas Batanghari, tentang skripsi yang berjudul “Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling Secara Kredit Antara Ummi Makmur Dengan Masyarakat Di Kota Jambi”.[footnoteRef:18]  Dengan memadukan data primer dari fakta hukum aktual yang terlihat di lapangan dengan sumber hukum sekunder, penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris. Berdasarkan penelitian, proses jual beli tanah secara kredit antara Ummi Makmur dan masyarakat sebagaimana tercantum dalam dokumen perjanjian berjalan lancar. Fakta bahwa masing-masing pihak sepakat untuk membeli dan menjual sebidang tanah secara kredit menjadi buktinya. Selain daripada itu kewajiban itulah yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaannya. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu megenai metode pembayaran jual beli tanah kavling pada PT.Sultan Kavling Sejati menggunakan system pembayaran cash dan tempo.  [18:  Khoirunnisa, umi, “Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling Secara Kredit Antara Ummi Makmur Dengan Masyarakat Di Kota Jambi, Skripsi : Sarjana Hukum, Universitas Batanghari, 2022.] 

2. [bookmark: _Hlk166834182]Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Aditya Jordan Ligan (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit yang di Angsur Pembayarannya di Setiap Musim Panen Kopi (Studi Kasus di Pekon Puramekar Kecamatan Gedong Surian Kabupaten Lampung Barat)”.[footnoteRef:19] Permasalahan pada skripsi ini ialah pembayaran secara angsuran atau kredit memang menjadi salah satu solusi bagi petani kopi di Lampung Barat menambahkan lahan untuk ditanami tanaman kopi agar hasil panen kopi mereka bertambah dari tahun sebelumnya, namun hal ini cukup memberatkan petani membayarkan angsuran tiap tahun karena panen kopi sendiri terjadi setahun sekali. Petani kopi ketika mendapatkan hasil dari panen kopi tidak selalu mendapatkan keuntungan yang memuaskan, terkadang mereka juga mengalami kerugian yang dikarenakan hama, cuaca yang tidak menentu dan perawatan tanaman kopi yang kurang maksimal. Dalam metode pembayaran ini tentunya dapat memberatkan petani kopi untuk membayarkan angsuran pembelian tanah yangdigunakan untuk memperluas lahan mereka untuk ditanam kopi, hal ini menyebabkan pembayaran angsuran pembelian tanah terjadi kendala karena keuntungan yang didapat dari hasil panen kopi tidak cukup untuk membayarkan angsuran pembelian tanah. Pembayaran angsuran memang meringankan petani kopi. ketika diawal pembelian karena petani tidak harus mengeluarkan uang yang banyak untuk memperluas lahan mereka, namun hal ini cukup memberatkan petani ketika akan membayarkan angsuran ditiap tahunnya. Perbedaan skripsi ini dengan peneliti yaitu skripsi ini membahas mengenai implementasi pembayaran tanah kavling secara cash tempo pada PT. Sultan Kavling Sejati, sedangkan kajian terdahulu ini membahas mengenai sistem jual beli tanah kavling dengan sistem kredit pada Studi Kasus di Pekon Puramekar Kecamatan Gedong Surian Kabupaten Lampung Barat terdapat perbedaan lokasi dengan penelitian penulis dan persamaan skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai tanah. [19:  Aditya Jordan Ligan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit yang di Angsur Pembayarannya di Setiap Musim Panen Kopi” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung).] 

3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Rafika Juliana (2020) dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Tanah Dengan Sistem Kredit yang Masih Status Sewa (Studi di Desa Sawojajar Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara)”. Tinjauan dalam penelitian ini adalah berkaitan akad jual beli tanah sistem kredit yang masih status disewakan terjadi di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara telah dipraktikkan menurut kebiasaan masyarakat setempat yaitu dengan cara pemilik tanah mula-mula menawarkan tanah miliknya yang dijual secara dicicil kepada masyarakat setempat lalu masyarakat mulai tertarik dengan dengan sistem kredit yang ditawarkan karena masyarakat merasa sistem kredit ini sangat meringankan beban pembayaran dibandikan dengan cara kontan. Karena dengan kreditan tiap 6 bulan dipandang masyarakat lebih mudah untuk membayarnya walaupun jangka waktunya lumayan lama. Jual beli tanah dengan sistem kredit di Desa Sawojajar, Kecamatan Kota bumi, Kabupaten Lampung Utara sudah sesuai dengan syarat sah praktik jual beli kredit. Yang menjadi masalah disini yaitu pada perubahan akad awal yang dilakukan secara sepihak oleh penjual tanah setelah jual beli kredit berjalan sehingga menunda waktu kepemilikan tanah yang telah dicicil oleh pembeli. [footnoteRef:20] Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang jual beli tanah. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai metode pembayaran jual beli tanah kavling pada PT.Sultan Kavling Sejati menggunakan system pembayaran cash dan tempo, pada penelitian ini system kredit yang di lakukan per 6 bulan sekali berbeda dengan penelitian penulis. [20:  Rafika Juliana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Tanah dengan Sistem Kredit yang Masih Status Sewa” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung), tahun 2020.] 

F. [bookmark: _Toc172464372]Metode Penelitian
1. [bookmark: _Toc172458976][bookmark: _Hlk172627229]Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. penelitian hukum empiris diantaranya empirical legal research, penelitian hukum sosiologis (empiris), penelitian sosio legal (socio legal research).[footnoteRef:21] Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat[footnoteRef:22]. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.[footnoteRef:23] Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat Yuridis Empiris suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan.[footnoteRef:24] Yaitu melihat implementasi pembayaran tanah kavling secara cash tempo dalam praktik kontrak jual beli tanah pada PT. Sultan Kavling Sejati. [21:  Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”,Nusa Tenggara barat: Mataram University Press,Juni 2020,hlm.80.]  [22:  Ibid.hlm.83.]  [23:  Ibid.]  [24:   Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10] 

2. [bookmark: _Toc172458977]Pendekatan Penelitian
Penulis menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.[footnoteRef:25] Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelah semua peraturan perundang-undangan.[footnoteRef:26] Selain itu, menggunakan pendekatan kasus yang telah terjadi terutama dalam pembahasan ini. kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam kontrak perjanjian jual beli tanah kavling pada PT. Sultan Kavling Sejati. [25:  Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”,Nusa Tenggara barat: Mataram University Press,Juni 2020, hlm.87.]  [26:  Ibid.hlm.88.] 

3. [bookmark: _Toc172458978]Data Penelitian
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Misalnya, dengan cara observasi dan wawancara.[footnoteRef:27] Penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Skripsi ini. Peneliti akan mewawancara beberapa konsumen pada jual beli tanah kavling secara cash tempo melalui PT. Sultan Kavling Sejati. [27:  Nur Solikin,”Pengantar Metedologi Penelitian Hukum”, Pasuruan Jawa Timur: CV.Penerbit qiara media,2019,hlm.118.] 

b. Data sekunder[footnoteRef:28]  [28:  Ibid.hlm.119.] 

1)  Kitab Undang – undang Hukum Perdata
2)  UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar    
 pokok-pokok Agraria
3) UU Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Hak tanggungan
4) Peraturan Menteri Agraria/Kepala badan pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang tata cara pembayaran dan pembebasan tanah
4. [bookmark: _Toc172458979][bookmark: _Hlk168561171]Metode Pengumpulan Data
a. Studi Pustaka
Studi literatur mengumpulkan sumber primer dan sekunder dari perpustakaan. Setelah dikumpulkan, sumber literatur disusun berdasarkan kategori berdasarkan pertanyaan kajian. Data-data tersebut di gunakan untuk temuan penelitian. [footnoteRef:29]  [29:  Wahyudin Darmalaksana, “Cara menulis proposal penelitian”,Bandung:Fakultas Ushuluddin UIN, 2020, hlm.25. https://books.google.co.id/books?id=SgnfDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Studi+pustaka+dan+lapangan&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwizgt2mi8yBAxVATGwGHR2RApUQ6wF6BAgGEAU#v=onepage&q=Studi%20pustaka%20dan%20lapangan&f=false ] 

b. Studi Lapangan
Penelitian penghimpunan data pengamatan, dokumentasi dan wawancara.[footnoteRef:30] [30:  Ibid. hlm.26.] 

1) Wawancara 
Tekhnik di lakukan dengan pertanyaan-petanyaan terbuka bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan lengkap.[footnoteRef:31] Wawancara di lakukan peneliti agar mampu mengajukan pertanyaan dengan bertatap muka langsung kepada pastisipan.[footnoteRef:32] [31:  Helaluddin & Hengki Wijaya., “Analisis data kualitatif”, sekolah tinggi theologia jaffray,2019,hlm.18. ]  [32:  Zhahara Yusra., Dkk., “Pengelolaan lkp pada masa pandemic covid-19” Journal Of Lifelong Learning, Vol.4, No.1, juni 2021.] 

2) Observasi
Kegiatan peninjauan awal di lokasi penelitian.[footnoteRef:33] Observasi melalui penyusunan suatu alat untuk pengumpul data dengan cermat agar dapat dijadikan panduan dalam mengumpulkan data yang diperlukan. [33:  Muhaimin., Metode Penelitian Hukum, Nusa Tenggara barat: Mataram University Press, 2020, hlm.90.] 

5. [bookmark: _Toc172458980]Metode Analisis Data
Metode deskriftif pada Penelitian kulitatif.[footnoteRef:34] Mekanisme dan maksud menjadi fokus penelitian kualitatif. Strategi yang interaktif dan fleksibel pada penelitian ini. Prosedur penelitian data pemahaman sebagaiamana metode dalam menganalisis kejadian hukum dan masalah sosial serta masalah manusia.[footnoteRef:35] [34:  Iwan Hermawan., “Teknik Menulis Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi dan Metedologi’,Kuningan:Hidayatul quran,2019.hlm.18. ]  [35:  Marwadani., “ Praktis Penelitian Kualitatif teori dasar dan analisis data dalam perspektif kualitatif”,deepublish.,2020,hlm.4. ] 

G. [bookmark: _Toc172464373]Sistematika Penulisan
[bookmark: _Hlk146366220]Sistematika penulisan penelitian tersusun dalam empat bab yang satu sama lain memiliki keterkaitan. Berikut sistematika penulisan penelitian implementasi pembayaran tanah kavling dalam praktik kontrak jual beli tanah pada PT. Sultan Kavling Sejati :
[bookmark: _Toc172458981]BAB I 	PENDAHULUAN
[bookmark: _Toc172458982]Bab pendahuluan ini akan menyajikan penjelasan mengenai tanah kavling dan cash tempo dalam praktik kontrak jual beli tanah pada PT. Sultan Kavling Sejati, dibalut dalam latar belakang masalah, lalu menyimpulkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan terakhir sistematika penulisan.
[bookmark: _Toc172458983]BAB II 	TINJAUAN KONSEPTUAL   
		Bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang asas-asas perjanjian, tinjauan umum tentang hak-hak kewajiban perjanjian, tinjauan umum tentang tanah.
[bookmark: _Toc172458984]BAB III	 PEMBAHASAN DAN PENELITIAN  
[bookmark: _Toc172458985][bookmark: _Hlk166837011]Bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan bagaimana perjanjian jual beli tanah kavling pada PT. Sultan Kavling Sejati dan bagaimana implementasi pembayaran tanah kavling secara cash tempo dalam praktik kontrak jual beli tanah pada PT. Sultan Kavling Sejati.
[bookmark: _Toc172458986]

BAB IV	PENUTUP
[bookmark: _Toc172458987]Bagian penutup penulis akan menyimpulkan penelitian tentang implementasi pembayaran tanah kavling secara cash tempo dalam praktik kontrak jual beli tanah pada PT. Sultan Kavling Sejati.















BAB II
LANDASAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian
Istilah "Perjanjian" dalam Bahasa Belanda "overeekomst" dan "verbintenis". Ini disebut sebagai "kontrak" dalam bahasa Inggris. Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain. Suatu peristiwa penting di mana dua orang secara bersama-sama sepakat untuk melaksanakan komitmen tertentu atau di mana satu orang berjanji kepada orang lain disebut perjanjian.[footnoteRef:36] [36:  I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 42] 

Perjanjian ialah suatu hubungan hukum yang disepakati bersama antar pihak.[footnoteRef:37] Perikatan antara dua individu atau lebih yang berkomitmen dan membuat janji bersama untuk melakukan tindakan tertentu. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda baik antara badan-badan hukum yang mana pihak yang satu wajib melakukan dan pihak yang lain berhak menerima pelaksanaan, menurut Salim HS.[footnoteRef:38] [37:  Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 98]  [38:  Salim HS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 27] 

Pasal 1313, Pasal tersebut menurut Abdul Kadir dinilai kurang lengkap dan terdapat beberapa kelemahan antara lain:
a. Suatu rumusan hanya cocok untuk perjanjian sepihak, karena kewajiban pengikatannya berasal dari satu pihak saja.
b. Pengertian ini terlalu luas karena bukan menjelaskan secara spesifik bahwa mengikat diri hanya berkaitan dengan hukum harta benda, dan berpotensi mencakup perjanjian dalam hukum keluarga, seperti kontrak perkawinan.
c. Tanpa merinci maksudnya, tidak jelas apa komitmen para pihak. Perjanjian sebagai suatu kontrak dimana dua orang atau lebih berkomitmen untuk melakukan suatu tindakan khususnya dalam ranah hukum properti.[footnoteRef:39] [39:  Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkatan Niaga, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 80] 

Menurut Setiawan, suatu perjanjian yaitu suatu dokumen hukum formal yang mana salah satu pihak atau lebih menjaminkan dirinya kepada pihak lain. Ia menyalahkan Pasal 1313 KUH Perdata karena tidak cukup karena pasal tersebut terutama membahas perjanjian sepihak dan terlalu memperluas definisi “tindakan” sehingga mencakup representasi sukarela dan aktivitas ilegal. Oleh karena itu, definisi tersebut perlu diperbaiki agar dapat mencerminkan dan memasukkan secara tepat:[footnoteRef:40] [40:  R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: PT. Bina Cipta, 2008, hlm. 14] 

a. Menimbang kegiatan yang mempunyai tujuan mempunyai akibat hukum;
b. Termasuk frasa “atau mengikatkan diri satu sama lain” dalam pasal 1313 KUH-Perdata.
Pasal 1313 KUH Perdata yang mengatur bahwa individu mengikatkan dirinya pada orang lain dengan suatu kontrak (perjanjian). Oleh karena itu, komitmen ini menimbulkan suatu tugas atau kinerja antara para pihak, dan penerimanya mempunyai hak untuk mengantisipasi pemenuhannya. perjanjian ialah perbuatan bersifat terikat dilakukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama dan mempunyai akibat hukum.
2. Syarat Sahnya Perjanjian
Konsekuensi yuridis (legally concluded contract) disebabkan Perjanjian.[footnoteRef:41]Pasal 1320 KUH-Perdata yang menjadi kriteria untuk menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal 1320 yang menguraikan syarat-syarat tersebut, suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat utama agar dapat dianggap sah, yaitu: [41:  Devi Kumalasari, Et Al, Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 ayat (2) KUH-Perdata, Jurnal Pro Hukum, Vol.7 No. 2, 2018, DOI: https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.725] 

1) Kata sepakat;
2) Cakap secara hukum untuk terikat;
3) Sesuatu hal tertentu; dan
4) Sebab-sebab halal atau tidak dilarang dalam undang-undang
Terhadap keempat syarat sahnya perjanjian dapat diuraikan secara lebih mendalam yaitu:
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Sepakat, syarat pertama dalam perjanjian. Pernyataan maksud btar pihak antara atdisebut perjanjian.[footnoteRef:42] Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata mengatur tentang perjanjian yang timbul karena kesalahan (dwaling), paksaan (dwang), dan penipuan (bedrog), yang dianggap cacat kemauan. Surat wasiat yang rusak mengacu pada pernyataan niat oleh seseorang yang dianggap tidak bebas atau tidak murni. [42:  Salim HS, Op. Cit., hlm. 33] 

Pada pokoknya para pihak dalam mengutarakan kehendaknya pada suatu perjanjian yaitu Menggunakan bahasa yang tepat, baik lisan maupun tulisan, sangatlah penting. Tujuan dibuatnya perjanjian tertulis adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dan sebagai bukti nyata jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Terdapat cara untuk menyesuaikan antaa pernyataan dengan kehendak yaitu dengan:[footnoteRef:43] [43:  Endi Suhadi, Et Al, Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2 N0. 7, 2021, hlm. 1968] 

a) Suatu Bahasa yang sempurna dan tertulis
b) Suatu Bahasa yang sempurna (perkataan)
c) Suatu bahasa yang tidak sempurna asal logis dan dimengerti
d) Suatu bahasa dalam isyarat awal asal dan diterima.
e) Diam dan membisu serta dipahami dan dimengerti
Kesepakatan bersama mengharuskan adanya keselarasan antara maksud pihak-pihak yang terlibat, baik secara tersurat maupun tersirat. Permintaan persetujuan harus dikomunikasikan dengan jelas kepada pihak lain, dan kesepakatan terbentuk ketika pihak lain menunjukkan penerimaan.[footnoteRef:44] [44:  StephanieNathania Maramis, Et Al, Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook, Jurnal Lex Privatum, Vol. XI, No. 4, 2023] 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Pasal 1329 KUH Perdata : setiap orang berhak membuat perjanjian, kecuali dinyatakan cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang dewasa—baik laki-laki atau perempuan—yang berusia minimal 21 tahun, sudah menikah, dan berakal sehat, dianggap kompeten secara hukum.[footnoteRef:45] Istilah "kapasitas untuk bertindak" mengacu pada wewenang umum, yang mencakup kemampuan untuk mengadakan kontrak atau melakukan tindakan hukum secara umum. [45:  Devi Kummalasari, Op. Cit.] 

Pasal 1330 KUH Perdata yang mengatur siapa yang berwenang dan tidak berwenang membuat perjanjian, mengatur lebih rinci mengenai kompetensi.
a) Individu yang belum mencapai usia dewasa;
b) Mereka yang berada di bawah perwalian.
c) Perempuan, dalam keadaan hukum tertentu, dan pada umumnya setiap individu yang dilarang oleh hukum untuk mengadakan perjanjian tertentu.
3) Suatu hal tertentu
Suatu perjanjian harus memuat suatu pokok bahasan tertentu, yang menjadi obyek perjanjian itu. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian disyaratkan untuk mencantumkan sekurang-kurangnya suatu jenis barang yang umum sebagai obyek pokoknya. Jumlah barang secara pasti tidak perlu ditentukan terlebih dahulu, asalkan dapat ditentukan atau dihitung kemudian.
Dalam berbagai sumber kepustakaan disebutkan bahwa objek perjanjian mengacu pada kewajiban atau manfaat yang menjadi inti perjanjian. Kewajiban atau prestasi ialah wajib dipenuhi oleh debitur dan apa yang berhak diterima oleh kreditur. Pencapaian ini mencakup tindakan afirmatif dan negatif. Sesuai Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi antara lain::
a) Memberikan sesuatu
b) Berbuat sesuatu
c) Tidak berbuat sesuatu.[footnoteRef:46] [46:  Endi Suhadi, Op. Cit., hlm. 1969] 

Persyaratan tertentu untuk legalitas suatu perjanjian dapat diartikan bahwa tujuan perjanjian harus jelas dan diputuskan oleh para pihak. Tujuan perjanjian ini mungkin untuk menyediakan produk atau layanan, namun bisa juga tidak melakukan apa pun.[footnoteRef:47]  [47:  Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 17] 

4) Suatu sebab yang halal
Sebab atau pertimbangan yang sah merupakan syarat keempat sahnya suatu perjanjian. Istilah "penyebab" berasal dari bahasa Latin, yang berarti "alasan" atau "motif", mengacu pada sesuatu yang mendorong atau memotivasi orang untuk mengambil tindakan. Suatu sebab dianggap tidak valid jika melanggar peraturan perundangundangan, ketertiban umum dan kesusilaan.[footnoteRef:48] [48:  Bambang Daru Nugroho, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 111] 

Keempat syarat tersebut Syarat subjektif menyangkut sifat atau kualifikasi orang atau badan hukum yang terlibat dalam perjanjian, sedangkan syarat obyektif menyangkut kekhususan yang berkaitan dengan objek perbuatan hukum. Kegagalan untuk memenuhi ketentuan perjanjian mengakibatkan dampak hukum. yaitu:[footnoteRef:49] [49:  Munir Fuady, Hukum Perjanjian Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 34] 

a. Batal demi hukum (nietig, null and void), dilanggar atau tidak terpenuhinya yaitu:
1) Hal tertentu; dan
2) Suatu sebab yang halal.
b. Dapat dibatalkan (vernietigbaar, voidable) dalam hal tidak terpenuhnya syarat subjektif yaitu:
1) Kesepakatan; dan
2) Kecakapan.
B. Tinjauan Umum Asas-Asas Hukum Perjanjian
Hukum positif mengandung pengertian-pengertian yang mendasar dan bersifat universal yang dikenal dengan asas hukum.[footnoteRef:50]  [50:  Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 1] 

1) Asas Kebebasan Berkontrak
Gagasan atas keleluasaan terhadap para pihak untuk memutuskan kapan dan bagaimana mengadakan suatu perjanjian, termasuk syarat-syarat yang dicantumkan, siapa yang harus berurusan, bagaimana format perjanjian baik secara lisan maupun tertulis, dan materi apa yang harus disertakan.[footnoteRef:51] [51:  A. Rahim, Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik, Makassar: Humaities Genius, 2022, hlm. 107] 

Prinsip ini berlaku pada isi perjanjian. Sekalipun Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) tidak secara tegas mengatur perjanjian-perjanjian baru, namun prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan perjanjian-perjanjian tersebut diperkenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam bab ini dan bab-bab sebelumnya, peraturan umum mengatur semua perjanjian, baik dikenal dengan nama tertentu atau tidak (sesuai Pasal 1319 KUH-Perdata).[footnoteRef:52] [52:  Siti Malikhatun Badriyah, Aspek Hukum Anjak Piutang, Semarang: Madina, 2015, hlm. 24] 

Prinsip kebebasan berkontrak secara universal mengakui otonomi individu untuk mengadakan kontrak atau menolaknya, dengan pembatasan yang diberlakukan semata-mata untuk kepentingan umum. Kontrak juga harus menjaga keseimbangan berkeadilan terhadap masing-masing pihak.
2) Asas Konsensualisme 
Prinsip konsensualisme menekankan bahwa suatu kesepakatan dibuat hanya melalui persetujuan bersama, dan bahwa kesepakatan tersebut—dan kewajiban-kewajiban yang timbul darinya—terwujud pada saat konsensus tersebut tercapai. Pada umumnya syarat-syarat tertentu harus dipenuhi melalui musyawarah mufakat agar suatu perjanjian dapat mempunyai kekuatan hukum. Pasal 1320 KUH Perdata ayat (1) yang menyebutkan adanya kesepakatan bersama antara para pihak merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian merangkum gagasan tersebut.[footnoteRef:53] [53:  Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, 2018, hlm.116] 

3) Asas Pacta Sunt Servanda
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menguraikan gagasan pacta sunt servanda, yang menegaskan bahwa “Segala perjanjian yang dibuat dengan sah, sah menjadi undang-undang bagi yang membuatnya.” Menurut adagium ini, perjanjian timbal balik yang dibuat oleh masyarakat pada hakikatnya dimaksudkan untuk ditegakkan dan dapat dilaksanakan apabila diperlukan sehingga mempunyai substansi hukum. Perjanjian yang dibentuk menurut hukum pada hakikatnya mengikat para pihak. Hal ini mengharuskan para pihak untuk mematuhi ketentuan yang telah mereka sepakati bersama.[footnoteRef:54]   [54:  Ibid.] 

4) Asas Itikad Baik
Pasal 1338 KUH-Perdata ayat (3) mensyaratkan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “te goeder trouw” dan kadang diterjemahkan dengan kejujuran, dibedakan menjadi dua, yaitu itikad baik dalam proses pembuatan perjanjian dan itikad baik dalam menjunjung tinggi hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. . Perbuatan orang yang melaksanakan perjanjian itu menjadi bukti apakah perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak. Itikad baik dapat dinilai secara obyektif meskipun dalam penerapannya bersifat subyektif.[footnoteRef:55] [55:  Ibid., hlm. 117] 

5) Asas Kepribadian (personality)
Pasal 1340 KUH-Perdata menyatakan asas kepribadian: “Suatu perjanjian hanya sah antara pihak-pihak yang membuatnya. Pihak ketiga tidak dapat menderita kerugian akibat perjanjian itu; diatur dalam Pasal 1317.” “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan suatu perjanjian atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri,” menurut Pasal 1315 KUH Perdata. Pasal 1317 KUH Perdata menyebutkan ada beberapa pengecualian terhadap norma ini, yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian dapat juga diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, apabila perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau pemberian kepada orang lain, memuat syarat-syarat demikian.”[footnoteRef:56] [56:  Ibid.] 

C. Tinjauan Umum Hak-Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian
Hak dapat dijelaskan sebagai wewenang atau kekuasaan yang dimiliki seseorang berdasarkan aturan hukum atau kesepakatan yang berlaku. Ini mencakup kemampuan untuk memperoleh manfaat tertentu, seperti hak untuk menerima pembayaran atau barang sesuai dengan ketentuan kontrak. Selain itu, hak juga mencakup kemampuan untuk melakukan tindakan tertentu, seperti hak untuk melakukan penuntutan atau mengajukan gugatan jika hak tersebut dilanggar oleh pihak lain.  
Prof. R. M. T. Sukamto Notonagoro menyatakan bahwa hak adalah sebuah kekuasaan di mana seseorang memiliki wewenang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang diinginkannya, sesuai dengan apa yang semestinya diterima atau dilakukan oleh individu tersebut. Hak-hak ini dapat diberikan atau diakui berdasarkan perjanjian antar pihak berlaku dalam suatu yurisdiksi. Sebagai contoh, dalam kasus kontrak jual beli, hak dapat mencakup hak untuk menerima barang atau pembayaran.[footnoteRef:57] [57:  Bambang Pramono, Prinsip-Prinsip Hukum Agraria, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014, hlm. 54] 

 Pasal 1233 KUH-Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat terjadi baik karena adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Ini mengakui bahwa terdapat dua cara utama di mana suatu perikatan dapat sah terbentuk: pertama, melalui kesepakatan sukarela dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian; dan kedua, melalui penerapan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pembentukan perikatan. 
Penjelasan dari Pasal ini menegaskan bahwa setiap perikatan, atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih, dapat dianggap sah jika didasarkan pada kehendak bebas dari para pihak yang terlibat (melalui persetujuan mereka sendiri) atau karena adanya ketentuan hukum yang mengatur hubungan tersebut. Prinsip ini mencerminkan esensi hukum perdata yang memperhatikan nilai kebebasan berkontrak dan kejelasan dalam kewajiban hukum yang timbul dari perjanjian. Maka, Pasal 1233 KUH-Perdata memberikan fondasi hukum yang esensial dalam menetapkan keabsahan suatu perjanjian, baik dalam hal transaksi bisnis, perjanjian jual beli, atau jenis perjanjian lainnya yang mengikat. Pasal ini juga menjamin kepastian hukum bahwa perikatan sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat diakui secara hukum dan mengikat. 
Hak-hak pada sebuah perjanjian didasarkan pada prinsip-prinsip hukum perdata. Dasar hukum ini terutama terdapat dalam KUH-Perdata di Indonesia, yang mengatur berbagai aspek terkait pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian perjanjian.
a) Prinsip Kemerdekaan Berkontrak
Menurut Pasal 1338 KUH-Perdata, setiap individu memiliki kemerdekaan untuk mengadakan perjanjian sesuai dengan keinginannya, dengan catatan tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, atau hukum. Sehingga menegaskan bahwa dalam proses perjanjian, pihak-pihak yang terlibat memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat dan hak-hak mereka secara kolektif. Hal ini memastikan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai didasarkan pada kehendak bebas akan diakui sebagai sah dan mengikat, selama tidak melanggar norma-norma yang telah ditetapkan oleh hukum, moralitas, atau ketertiban sosial. Prinsip ini mendukung fleksibilitas dalam hubungan kontraktual, memungkinkan pihak-pihak untuk menyesuaikan persyaratan perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, sambil tetap memastikan bahwa keadilan dan kepatuhan terhadap hukum tetap terjaga.[footnoteRef:58] [58:  Susilo Bambang Yudhoyono, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm. 12] 

b) Hak untuk Menuntut Pelaksanaan
Pasal 1234 KUH-Perdata mengatur bahwa perjanjian dapat menciptakan berbagai jenis kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Kewajiban tersebut dapat berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan tindakan tertentu, atau bahkan menghindari melakukan tindakan tertentu. Dengan kata lain, pasal ini mengakui bahwa perjanjian adalah alat yang kuat untuk mengikat pihak-pihak untuk mematuhi komitmen mereka sesuai dengan apa yang telah disepakati secara bersama-sama.
Kehadiran Pasal 1234 ini memberikan dasar yang jelas bahwa Pihak lawan mempunyai hak hukum untuk menuntut pelaksanaan sesuai dengan perjanjian sebelumnya apabila salah satu pihak gagal melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan perjanjian. Misalnya, dalam konteks perjanjian jual beli, pembeli dapat meminta penjual untuk menyediakan produk agar penjual dapat memenuhi tanggung jawabnya jika penjual gagal mengirimkan barang pada tanggal yang dijadwalkan. Demikian pula, berdasarkan perjanjian layanan, jika pemasok gagal menyelesaikan tugas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, penerima jasa memiliki hak untuk menuntut agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan yang disepakati.
Pasal ini tidak hanya memberikan struktur bagi perjanjian, tetapi juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap komitmen kontraktual. Ini mengurangi ketidakpastian dalam hubungan bisnis atau perjanjian lainnya, karena pihak-pihak dapat mengandalkan hukum untuk menjamin bahwa kewajiban-kewajiban yang telah disetujui akan ditegakkan secara adil.
Dengan demikian, Pasal 1234 KUH-Perdata menegaskan peran penting perjanjian dalam menjaga keteraturan dan kepastian dalam hubungan kontraktual di masyarakat hukum perdata.[footnoteRef:59] [59:  Adrian Sutedi, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 25] 

c) Hak untuk Ganti Rugi
Landasan hukum krusial ditawarkan oleh Pasal 1243 KUH Perdata kepada pihak-pihak yang merasa diperlakukan tidak adil ketika pihak lain mengingkari perjanjian. Pihak yang dirugikan berhak atas kompensasi berdasarkan pasal ini, yang mencakup biaya tambahan, kerusakan, dan bunga akibat ketidakpatuhan.
Ganti rugi yang dimaksud mencakup beberapa aspek penting :
1) biaya tambahan wajib ditunaikan terhadap pihak (rugi) sebagai akbibat langsung ketidakpatuhan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Ini dapat mencakup biaya administratif tambahan, biaya pengiriman ulang barang, atau biaya lain yang terkait dengan pengaturan ulang atau pemenuhan perjanjian yang terlambat atau tidak tepat waktu.
2) kerugian yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan tersebut. Kerugian dapat mencakup kerugian langsung, seperti kerugian keuangan yang diderita akibat dari tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Contohnya, jika penjual tidak dapat mengirim barang dalam waktu yang telah disepakati, pembeli mungkin mengalami kerugian finansial karena keterlambatan tersebut.
3) bunga yang diakumulasikan sebagai kompensasi atas keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban. Bunga ini mencerminkan nilai waktu dari uang atau nilai kompensasi atas kerugian finansial yang diderita pihak yang dirugikan akibat dari keterlambatan tersebut.
Pasal 1243 KUH-Perdata tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang merasa dirugikan, tetapi juga berfungsi sebagai pengatur yang mendorong kepatuhan terhadap kewajiban kontraktual. Dengan adanya ketentuan ini, perjanjian menjadi lebih efektif dalam menjamin bahwa setiap pihak akan mematuhi komitmen mereka, karena mereka menyadari bahwa tidak mematuhi dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang signifikan. Ini memberikan kepastian dan keadilan dalam hubungan kontraktual, serta mengurangi risiko sengketa yang dapat timbul akibat dari ketidakpatuhan dalam pelaksanaan perjanjian.
d) Hak untuk Membatalkan Perjanjian
Pasal 1266 KUH Perdata merupakan klausul krusial yang membahas kejadian-kejadian dimana salah satu pihak tidak melaksanakan menurut syarat-syarat perjanjian. Klausul ini menegaskan kembali bahwa pihak lawan dapat meminta pengakhiran perjanjian melalui jalur hukum yang patut apabila pihak pertama melanggar kewajibannya.
Pentingnya Pasal ini terletak pada memberikan landasan hukum yang jelas tentang apa yang bisa diperbuat apabila sala satu pihak enggan mematuhi komitmen kontraktualnya. Meskipun perjanjian yang tidak dipatuhi tidak otomatis batal, Pasal 1266 mengatur bahwa pihak yang dirugikan dapat mengambil langkah hukum untuk meminta pembatalan perjanjian tersebut. Ini berarti bahwa pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dan keadaan yang terkait untuk menentukan apakah pembatalan perjanjian memang layak dilakukan.[footnoteRef:60] [60:  Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Kompas, 2015, hlm. 5] 

Proses hukum ini mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam hukum perdata. Pihak (rugi) dapat mengandalkan Pasal 1266 untuk melindungi kepentingan mereka jika pihak lain tidak memenuhi kewajibannya dengan tepat. Di sisi lain, proses ini juga memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak mematuhi kewajiban untuk memberikan pembelaan atau penjelasan yang diperlukan untuk menghindari pembatalan perjanjian.
Dengan demikian, Pasal 1266 KUH-Perdata bukan hanya mengatur prosedur hukum untuk membatalkan perjanjian yang tidak dipatuhi, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan yang teliti dan adil terhadap fakta dan hukum yang terkait. Ini menjaga keadilan di dalam hubungan kontraktual dan memberikan jaminan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian dapat ditangani secara hukum.
e) Prinsip Pembuktian
Pasal 1645 KUH-Perdata adalah ketentuan yang penting dalam konteks penyelesaian sengketa terkait hak-hak dalam perjanjian. Pasal ini menyatakan bahwa pihak (klaim) atas hak terhadap sesuatu harus dapat melakukan pembuktian kebenaran klaim tersebut di hadapan pengadilan atau pihak yang berwenang. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam sengketa hukum, bukti yang cukup diperlukan untuk mendukung klaim hak tersebut.[footnoteRef:61] [61:  Hermanto Siregar, Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 33] 

Pentingnya Pasal 1645 terletak pada memberikan panduan tentang bagaimana pembuktian hak-hak dalam perjanjian seharusnya dilakukan. Dalam konteks perjanjian, ini berarti bahwa setiap pihak yang mengklaim memiliki hak tertentu, seperti hak kepemilikan, hak untuk melakukan atau menerima sesuatu, atau hak-hak lainnya yang timbul dari perjanjian, harus menyediakan bukti yang memadai dan meyakinkan untuk mendukung klaim mereka.
Dengan adanya prinsip ini, hukum memberikan jaminan bahwa setiap putusan atau keputusan hukum yang diambil dalam sengketa perjanjian didasarkan pada alat bukti. Hal ini juga menghindarkan risiko bahwa klaim tidak sah (tanpa bukti) memadai dapat diterima secara sembrono. Oleh karena itu, Pasal 1645 bukan hanya memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara yang adil dan berdasarkan fakta, tetapi juga memastikan bahwa kepastian hukum dijaga dalam hubungan kontraktual.sehingga, Pasal 1645 KUH-Perdata adalah salah satu landasan hukum perlu pada menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa terkait hak-hak yang timbul dari perjanjian. Pihak yang memiliki bukti yang cukup akan memiliki keunggulan dalam mempertahankan hak-hak mereka, sementara pihak yang tidak dapat menyediakan bukti yang memadai dapat berisiko kehilangan klaim mereka di hadapan pengadilan atau pihak yang berwenang seperti yang diatur dalam Pasal 1645 KUH-Perdata, dapat diilustrasikan dengan beberapa contoh yang memperjelas bagaimana bukti diperlukan untuk mendukung klaim hak dalam perjanjian:
1) Klaim Kepemilikan
2) Hak untuk Pembayaran
3) Hak untuk Pelayanan
Dengan dasar hukum ini, hak-hak dalam perjanjian diberikan dalam kepastian hukum, serta untuk menegakkan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati. Hal ini mendorong keadilan dan kepastian dalam hubungan kontraktual antara para pihak di dalam masyarakat hukum perdata.
D. Tinjauan Umum Tentang Tanah
1. Pengertian Tanah 
Tanah ialah suatu anugerah luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa, yang telah diciptakan dengan tujuan mulia sebagai tempat tinggal bagi semua makhluk hidup. Keberadaan tanah sangatlah penting, karena menjadi fondasi utama bagi kehidupan manusia dan berbagai aktivitas yang dilakukannya. Tanah menyediakan ruang bagi manusia untuk membangun tempat tinggal, yang merupakan kebutuhan dasar untuk berteduh dan berlindung. Selain itu, tanah juga berfungsi sebagai lahan untuk bercocok tanam, yang merupakan sumber utama pangan dan kelangsungan hidup. Beragam usaha lain, seperti perdagangan, industri, dan berbagai kegiatan ekonomi juga sangat bergantung pada ketersediaan lahan.
Hal ini menjelaskan bahwa betapa manfaatnya tanah bagi manusia, karena tanpa tanah, kehidupan akan menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, ada kecenderungan alami bagi setiap individu untuk berusaha menguasai dan mempertahankan tanah yang mereka miliki. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka serta generasi mendatang. Selain itu, manusia juga berusaha untuk memperjuangkan status hak kepemilikan tanah mereka, agar memiliki legalitas yang jelas dan diakui oleh hukum. Hak kepemilikan yang sah memberikan rasa aman dan kepastian bagi pemilik tanah, sehingga mereka dapat mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut dengan lebih baik.[footnoteRef:62] [62:  Cahya Wulandari Prabawa, Mediasi Sengketa Tanah di Indonesia, Yogyakarta: UGM Press, 2017, hlm. 21] 

Dalam hal sosial dan ekonomi, tanah juga menjadi sumber daya yang sangat berharga dan sering kali menjadi objek sengketa. Oleh karena itu, pemerintah dan berbagai lembaga terkait perlu mengatur dan mengelola penggunaan tanah dengan bijaksana, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan adil bagi semua pihak. Hal ini penting untuk mencegah konflik serta menjamin bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses dan menggunakan tanah sesuai dengan kebutuhannya.
2. Hak Atas Tanah 
Hak atas tanah berkaitan dengan hak yang diberikan kepada orang atau badan atas suatu wilayah tertentu di permukaan bumi, yang dibatasi oleh batas-batas tertentu baik panjang maupun lebarnya. Hak-hak tersebut memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memanfaatkan dan mengelola tanah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun jika hak-hak ini hanya dibatasi pada permukaan saja, maka kepentingan dan manfaat hak-hak tersebut juga akan terhambat.
Pemahaman tentang hak atas tanah tidak hanya mencakup kepemilikan permukaan saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang terkait dengan tanah tersebut. Berbagai ketentuan hukum menjadi kerangka bagi pemahaman komprehensif ini. Hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA, "Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum." Selain itu, Pasal 4 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa, "Hak-hak atas tanah tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, juga tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi."[footnoteRef:63] [63:  Mohammad Jamin, Hukum Tanah dalam Perspektif UUPA, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 68] 

Hak atas bagian bawah tanah juga diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UUPA, yang menyatakan bahwa, "Hak atas air dan hak guna usaha air irigasi adalah hak memperoleh dan mempergunakan air serta hak memelihara dan mempergunakan saluran air." Selain itu, pengelolaan sumber daya alam di bawah permukaan tanah seperti mineral dan bahan tambang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Pasal 4 ayat (1) UU Minerba menyatakan bahwa, "Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."
Pemanfaatan ruang di atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UUPA, yang menyatakan bahwa, "Hak-hak atas tanah tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, juga tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi." 
Dengan demikian, pemahaman hak atas tanah menurut hukum Indonesia mencakup permukaan tanah, bagian bawah tanah, dan ruang di atas tanah. Ini penting karena manusia memerlukan akses tidak hanya ke permukaan tanah, tetapi juga ke sumber daya alam yang ada di bawahnya seperti air tanah, mineral, dan bahan tambang. Selain itu, ruang di atas permukaan tanah digunakan untuk berbagai keperluan seperti konstruksi bangunan, pemasangan infrastruktur, dan kegiatan lain yang mendukung kehidupan manusia. Ketentuan hukum ini memberikan landasan yang jelas untuk pemanfaatan tanah secara optimal dan berkelanjutan, serta menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.[footnoteRef:64] [64:  Bambang Pramono, Reforma Agraria: Teori dan Implementasi, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 11] 

Menurut Budi Harsono, pendaftaran tanah adalah suatu proses pemerintahan yang berlangsung terus-menerus dan sistematis yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pencatatan, penyajian, dan pemeliharaan data baik fisik maupun hukum mengenai tanah. Proses ini menghasilkan pembuatan peta dan daftar yang merinci bidang tanah dan unit apartemen. Selain itu, pendaftaran tanah juga mencakup penerbitan sertifikat sebagai bukti hak atas tanah atas bidang-bidang yang sudah menjadi haknya, serta hak milik atas satuan rumah susun dan pembebanan lainnya atas tanah tersebut.
Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan satuan rumah susun, sehingga mereka memiliki bukti sah mengenai kepemilikan atau hak mereka atas tanah tersebut. Pendaftaran tanah melibatkan berbagai tahap yang sistematis, mulai dari pengumpulan data fisik mengenai lokasi dan ukuran tanah hingga pengumpulan data yuridis yang berkaitan dengan status hukum tanah tersebut. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dibukukan untuk disajikan dalam bentuk yang mudah diakses, seperti peta dan daftar resmi.
Pemeliharaan data fisik dan yuridis juga menjadi bagian penting dari pendaftaran tanah, memastikan bahwa informasi yang tercatat selalu akurat dan mutakhir. Dengan adanya pendaftaran tanah yang teratur dan berkesinambungan, diharapkan dapat mengurangi konflik tanah dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemilik tanah dan pemegang hak atas tanah di Indonesia.
3. Pendaftaran Tanah 
Pasal 19 UUPA, penyelenggaraan pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum (kadaster hukum, rechtskadaster). Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai tujuan pendaftaran tanah yang terdapat pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.:
1) Kepastian dan Perlindungan Hukum
a) Tujuan utama pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar.
b) Pemegang hak diberikan sertifikat sebagai bukti sah kepemilikan.
c) Sesuai dengan Pasal 19 UUPA.
2) Penyediaan Informasi
a) Pendaftaran tanah menyediakan informasi yang mudah diakses bagi pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah.
b) Data disajikan dalam bentuk peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama.
c) Memungkinkan pihak seperti calon pembeli atau kreditur untuk mengetahui data sebelum melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan asas keterbukaan.
3) Tertib Administrasi Pertanahan
a) Pendaftaran tanah membantu menyelenggarakan tertib administrasi di bidang pertanahan.
b) Semua bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan, dan penghapusan hak, wajib didaftar.
c) Setiap tanah yang terdaftar diberikan nomor untuk memudahkan pencarian informasi jika diperlukan.[footnoteRef:65] [65:  Adrian Sutedi, Pengaturan Hukum tentang Agraria di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2018, hlm. 31] 

4. Sertifikat Hak Atas Tanah 
Sertifikat diberikan kepada pemegang hak atas tanah sebagai dokumen formal yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 13 ayat 3, mengartikan sertifikat ini sebagai “sertifikat” yang berasal dari gabungan buku tanah dan surat ukur yang dibungkus dalam sampul kertas. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak menyebutkan secara spesifik nama sertifikat ini. diputuskan oleh Menteri Agraria. Sebagaimana tercantum dalam UUPA Pasal 19 ayat (2) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 Angka 20 selanjutnya menyebutkan, sertifikat berfungsi sebagai bukti sejumlah hak, antara lain kepemilikan atas satuan rumah susun, tanah, pengelolaan, wakaf. tanah, dan hak tanggungan, yang kesemuanya didokumentasikan dengan baik pada masing-masingnya.[footnoteRef:66] [66:  Muchsin, Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 9] 

Para sarjana seperti K. Wantjik Saleh menjelaskan bahwa sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukur yang diikat dengan kertas sampul yang ditetapkan oleh Menteri. Definisi sertifikat ini berbeda dengan definisi resmi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Mengingat kompleksitas dan pentingnya faktor hukum dalam penguasaan dan penggunaan tanah, sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai dokumentasi resmi kepemilikan tanah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sebagai alat untuk mengkonfirmasi keabsahan hak atas tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum.Pengertian sertifikat tanah Ganda.
Menurut Ali Achmad Chomzah, sertifikat ganda mengacu pada keadaan di mana sebidang tanah diwakili oleh dua atau lebih sertifikat yang memuat informasi berbeda. Hal ini dapat terjadi baik apabila terjadi tumpang tindih yang meliputi seluruh bidang tanah maupun hanya sebagian saja. Artinya, satu bidang tanah bisa saja mempunyai beberapa sertifikat, yang masing-masing dimiliki oleh individu atau badan yang berbeda. Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap bidang tanah menempati posisi unik di bumi, yang berarti tidak ada dua bidang tanah yang berada pada lokasi yang sama. Oleh karena itu, setiap bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat atau didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), harus mendapat perlindungan yang setara dalam pendaftarannya.
Dalam konteks ini, perlindungan tersebut mencakup kepastian hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan tanah secara sah, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat adanya sertifikat ganda atau tumpang tindih.
Karena ketidakakuratan dalam pengumpulan data selama prosedur pengukuran dan pemetaan tanah, BPN menerbitkan dua sertifikasi untuk sebidang tanah yang sama. Penerbitan sertifikat duplikat dapat mempengaruhi siapa yang menguasai seluruh tanah atau menyebabkan tanah tersebut merambah milik orang lain. Jika dilihat dari peruntukannya, sertifikat tersebut merupakan tanda resmi kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh pemerintah melalui tata cara pendaftaran tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam praktiknya, penguasaan fisik dan penggunaan tanah oleh seseorang atau suatu badan tidak serta merta menunjukkan hak kepemilikannya atas tanah tersebut. Demikian pula keberadaan surat-surat jual beli saja tidak serta-merta membuktikan bahwa pembeli mempunyai sah hak atas tanah yang diperolehnya.. [footnoteRef:67] [67:  Yuliandri, Hukum Agraria: Prinsip, Kebijakan, dan Implementasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 22] 

Dalam hal ini, terdapat kekhawatiran bahwa tanah dapat diduduki secara tidak sah dengan menggunakan dokumen (sertifikat) yang belum menjamin kepastian hukumnya. Terutama, jika tidak ada bukti otentik yang mengonfirmasi bahwa penjual memiliki hak yang sah atas tanah yang dijualnya, hal ini dapat mengarah pada keberadaan sertifikat ganda. Sertifikat ganda merupakan dokumen yang memberikan klaim kepemilikan atas satu objek tanah baik secara sah maupun tidak sah, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum seperti sengketa antara subjek hak (pemilik) dan objek hak (tanah). Penyebab utama terjadinya sertifikat ganda adalah ketika dokumen tersebut tidak dipetakan dengan baik dalam peta pendaftaran tanah atau peta situasi yang ada di Kantor Pertanahan. 
Jika setiap wilayah memiliki peta pendaftaran tanah atau peta situasi yang disusun dengan baik, termasuk gambaran situasi atau surat ukur yang terdokumentasi dalam peta tersebut, maka kemungkinan terjadinya sertifikat ganda dapat dikurangi secara signifikan. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap klaim kepemilikan tanah didasarkan pada bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Ali Achmad Chomzah, dalam bukunya, sertifikat yang tidak termasuk dalam kategori sertifikat ganda adalah:
a) Sertifikat yang diterbitkan sebagai pengganti sertifikat yang hilang
Sertifikat ini dikeluarkan untuk menggantikan sertifikat yang hilang dan sudah tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan sebelumnya.
b) Sertifikat yang diterbitkan sebagai pengganti sertifikat yang rusak
Sertifikat ini dikeluarkan untuk menggantikan sertifikat yang rusak secara fisik dan tidak berfungsi lagi sebagai bukti kepemilikan yang sah.
c) Sertifikat yang diterbitkan sebagai pengganti sertifikat yang dibatalkan
Sertifikat ini dikeluarkan untuk menggantikan sertifikat yang telah dibatalkan dan tidak lagi berlaku sebagai tanda kepemilikan yang sah.
Sertifikat-sertifikat tersebut di atas tidak dianggap sebagai sertifikat ganda karena mereka dikeluarkan untuk mengatasi masalah administratif terkait dengan sertifikat sebelumnya yang sudah tidak berlaku. Dengan demikian, hal ini membantu dalam menjaga integritas sistem pendaftaran tanah dan menghindari terjadinya sertifikat ganda yang dapat memicu konflik hukum di kemudian hari.[footnoteRef:68] [68:  Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, hlm. 114] 

5. Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Naasional
Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki tugas utama untuk melaksanakan administrasi pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, BPN menyelenggarakan beberapa fungsi penting, antara lain:
1) Pendaftaran Tanah : BPN bertanggung jawab atas proses pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Ini mencakup pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian data fisik dan yuridis mengenai bidang-bidang tanah serta satuan-satuan rumah susun. Proses ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh individu atau badan hukum.
2) Pemberian Sertifikat : Salah satu fungsi utama BPN adalah memberikan sertifikat sebagai bukti sah atas hak-hak atas tanah kepada pemilik atau pemegang hak yang terdaftar. Sertifikat ini memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai alat bukti kepemilikan tanah.
3) Penyediaan Informasi Pertanahan : BPN menyediakan informasi yang diperlukan oleh masyarakat umum, pemerintah, dan pihak-pihak terkait mengenai status dan informasi detail mengenai tanah yang terdaftar. Hal ini mendukung transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan pertanahan.
4) Penyelenggaraan Pertanahan : BPN juga bertugas dalam menyelenggarakan sistem administrasi pertanahan yang baik dan teratur. Ini mencakup pengaturan peralihan hak, penghapusan hak, pembebanan hak, serta pengelolaan sumber daya pertanahan secara efisien dan berkelanjutan.
5) Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi : BPN aktif dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah, hak-hak atas tanah, dan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan pertanahan. Penyebarluasan informasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam kepemilikan tanah.
[bookmark: _heading=h.1swnl55a0hj4]Melalui berbagai fungsi ini, BPN berperan penting dalam memastikan terlaksananya administrasi pertanahan yang efektif, memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.[footnoteRef:69] [69:  Rahmi Amalia, Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 81] 
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